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ABSRTRAK

Qardh al-hasan adalah suatusistemyangberkaitan dengan segala bentukpinjaman tanpaimbalan yang
berasaskan pada hukum ai-qardh a! hasan. Dalam literatur fikih klasik, konsep qardh a! hasan dikategorikan
dalam aqad tathawwi atauakadtolong menolong dan bukan transaksi komersial. Perjanjian in! dimasukkan ke
dalam aqad tabarru', yaitu perjanjian transaksi niriaba fnot-for profit transactlonj. Apabila konsep ini dlter^pkan

oleh

'-nilai

baru

dalam Perbankan Islam maka kegunaan atau manfaat ai-qardh a! hasan dapat rasakan dan dinlkmati
masyarakat melalul: Pertama, memahami konsep qardh a! hasan secara tekstual dengan menggali nila,
iimiah dari ajaran Islam dan memperkaya persepsi masyarakat itu secara kontekstual dengan dimensi
bahwa ai-qardh a! hasanmerupakan suatukekuatan yang memiliki dampak aktual terhadap kehidupan ekonomi
umat Islam. Kedua, mengembangkan organisasi dan manajemen Perbankan Syariah secara profesipnaL
Perorganisasian kegiatan ai-qardh al hasan dilaksanakan melalui berbagai fungsi kelembagaan, seperti fungsi
pengumpulan dan penyimpanan sumber-sumber dana al-qardh al hasan, fungsi penyaluran, fungsi evauasi,
penelitian dan pengembanyanyang efektif.

Kata kunci: Qardh alHasan, perbankan syariah, prinsip manfaat, pemberdayaan masyarakat

Abstract

Qard alhasanisa system thatdealswith allforms ofloanswithout anyremuneration tothelegal qardal-
hasan principle. In classical fiqh literature, the concept ofqardalhasan categorized inaqad tathawwi orcontract
mutualhelp andnota commercial transaction. This agreement isenteredinto theaqad tabarruie thetransaction
agreements nonprofit (not-for-profit transaction). Ifthis concept is applied in Islamic banking is the usefulness or
benefitsofqardh al-hasan befelt andenjoyedbythecommunity through: theFirst, understand theconceptofqard
alhasanintextuallyby exploring thescientific values mfthe teachings ofIslam andenrich thepublic's perception
ofthecontextual dimension newthatalqardh al-hasan isa force thathas an actualimpact on theeconomic life of
Muslims. Second, develop the organization and management of islamic Banking in a professional manner.
Perorganisasian activities ofalqardh al-hasan implementedthrough a varietyofinstitutionalfunctions, suchas the
function of collecting and storing the sources of funding al qardh al-hasan, distribution function, the function
evaluation, research andpengembanyan effective. \

Keyword: Qardh alHasan.

Pendahuluan

Indonesia merupakan "negara dengan penduduk musiim terbesar di dunia. Menurut data sta
populasi penduduk Indonesia tahun 2006 sebesar222.192.000 jiwa, dandiproyeksikan mancapai 246.40C

istik,

1,000

pada tahun 2010. Dari jumlah tersebut, diperkirakan 85% beragama islam (BPS, 2008). Jika dibandingkan
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dengan negara-negara lain dengan penduduk yang beragama Islam, seperti Malaysia, India, Pakistan, Arab
Saudi, Mesir, Libya. Ethiopia, dan negara TimurTengah iainnya, jumlah mereka masih di bawahjumlah penduduk
Indonesia yang beragama Islam. Sehingga, negara Indonesia disebut sebagai negara dengan penduduk muslim
terbesardi dunia {BPS, 2006).

Dalam menjalankan syariah Islam, umat muslim belum sepenuhnya mendasarkan dirl pada ajaran Islam
dengan benar. Aspek ibadah tertentu saja umat muslim menjalankannya sesuai syariah, seperti sholat, puaSa,
zakat dan haji. Tetapi dalam lapangan muamalah, umat muslim masih sedikit yang menggunakan dan

,mendasarkannya pada syariah Islam, seperti menjalankan roda ekonomi pada sektor perbankan. Kesadaran"
umat Islam berzakat baru terbatas pada zakat fitrah yang setlap tahun wajib dikeluarkan menjelang ibadah Idul
Fitri. Kewajiban zakafharta umat Islam masih secaratradisional dalam menjalankannya. Padahal, zakat harta
apabila dikelola dengan baik, harta zakat tersebut dapat menjadi modal dasar dalam menjalankan perekonomian
umat dan rakyat iainnya yang didasarkan pada aspek ibadah kemasyarakatan. Kajian tentang permasalahan
zakat sebagai modal pemberdayaan perekonomian rakyat telah menjadi bahasan di berbagai tingkatan
masyarakat, baik pada tataran praktis maupun teoritis.

Menurut statistik, dari seluruh pangsa pasar bank nasional, pangsa pasar banksyariah hanya mencapai,
kurang lebih, 1,1%, dibanding dengan persentase penduduk muslim di Indonesia. Hal ini, tentu, tidak dapat
dijadikan acuan untuk menunjukkan jumlah umat islam yang mengamaikan syariah karena selain tidak semua
penduduk Indonesia mempergunakan jasaperbankan, juga karena masih adaperbedaan pendapattentang Bank
Syariah. Hasil survei tahun 2010 tentang persepsi publikterhadap Bank Syariah,.temyata hanya 42% responden
yang hanya mau menggunakan bank syariah dan menolak bank konvensional, sedangkan persentase selebihnya
masih menggunakan bank konversional.

Berkaitan dengan kegiatan perekonomian, fungsi bank syariah sangat penting dalam kerangka
menumbuhkan daya jual beli masyarakat dan meningkatkan peran sebagai lembaga keuangan yang mampu
menopang kegiatan perekonomian nasional. Sebagaimana bank konvensional. Bank Syariah adalah suatu
lembaga intermediasi (intermediary institution), yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan
kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan
(Sjahdeini, 1999). Dalam melakukan kegiatan usahanya. BankSyariah tidak menggunakan dasarbunga {interest
free), tetapi berdasarkan prjnsip syariah, yaitu prinslp pembagian keuntungan dan kerugian {profit and loss
sharing principle). Dalam proses yang demlklan, perkembangan Bank Syariah temyata menunjukkan
perilngkatan yang pesat sekall baik secara kuantitas bank maupun aset atu permodalan yang dikumpulkan
maupun disalurkan kembali kepada masyarakat (Sjahdeini, 1999).

Sistem perekonomian di Indonesia yang sesuai dengan prinslp syariah sebenarnya telah dipraktlkkan
dan melembaga sejak lama. Bila melihat kembali ke belakang, sesungguhnya masyarakat Indonesia telah
mengenal ekonomi syariah, bahkan, jauh sebelum sistem kapitalis dikerial bangsa Indonesia, yaitu dengan
praktik bag! hasil antara petani dan penggarap dengan pemilik lahan. Dalam perkembangannya, bahkan memlliki
peran secara nasional dengan didirikannya Sarikat Dagang islam (SDI) pada tahun 1909 (Deliar Noor, 1994).
Kekuatan para pedagang Islam tersebut telah menjadi simbol perlawanan masyarakat terhadap kolonlal Belanda.

Di sisi lain, dalam memajukan kesejahteraan umum yang merupakan salah satutujuan Nasional Negara
Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, bangsa
Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan pembangunan yang bersifat fisik material dan mental
spiritual, antara lain melalui pembangunan dalam bidang agama. Guna mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan
berbagai upaya, antara lain dengan menggali dan memanfaatkan dana melalui zakat (Materi Pelatihan MK-PP
Muhammadiyah, 2007).
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Terjadinya kesenjangan sosial dan kemiskinan pada umumnya karena pengangguran, atau tidak
memiliki modal usaha yang'memadal untuk menjalankan usaha, meskipun sebagian besar mereka mempunyai
potensi untuk melepaskan diri dari lingkaran kemiskinan.

Menurut Syafi'leAntonio (2001), saiah satu peran lahimya Bank Muamaiat adalah mengumpuikan dan
menyaiurkan dana untuk kepentingan umat Islam yang membutuhkan. Hai ini, adanya peraiihan pengeiolaan
kegiatan muamalah dari sistem tradisionai kepada sistem yang iebih profesional. Daiam sistem tradisionai,
pengeiolaan sumber keuangan, biasanya, diserahkan kepada pembangunan masjid, atau diserahkan iang'sung
kepada mustahik (penerima), atau diserahkan meiaiui panitia-panitia yang bersifat sementara sehingga de igan
sistem Itu, suiit sekaii untuk memperoieh gambaran yang jeias tentang aktivitas perokonomian.

Dengan adanya Bank Muamaiat. kegiatan perokonomian diharapkan dapat dikembangkan secara
teratur, profesional, terencana, tepat guna dan dapat dievaluasi dengan baik. Keberhasilan Bank Syariah daiam
memberdayakan dan pengeiolaan harta sebagai suatu kekuatan ekonomi umat dalam menciptakan kea'dilan
sosial sangat tergantung pada kemampuannya untuk merubah persepsi masyarakat tentang perokonomian dan
sistempengeioiaannya.

Saiah satu produk pembiayan daiam Bank Syariah yang dewasa ini masih belum dikembangkan adalah
pembiayaan dengan prinsip pinjaman daiam jumiah uang tertentu dan dalam masa tertentu dan dikemba'iikan
padasaatjatuh tempo dengan tanpa imbaian. Apiikasi daiam perbankan syariah belum dikembangkan, karerla:

1. Perkembangan pelaksanaan pembiayaan melalui al-qardh alhasan sampai saat ini dapat dikatakan
beijalan di tempat, Sampai akhir tahun 2010, secara nasionai, jumiah dana pihak ketiga ini masih
reiatif kecii, yakni sekitar2,4% dari jumiah dana yang disaiurkan, sebesar85,3 %(Laporan Tahunan
Bl,2010) '

2. Produk pembiayaan dengan prinsip al-qardh al hasan yang ada di Bank Syariah diiaksamakan
setelah ada dana titipan dari lembaga Zakat infak dan Shadaqah (ZIS). Kemudian, dana ini
disaiurkan sebagai pembiayaan bagi usaha kecii dan menengah berdasarkan pada potensi
berusaha yang dimiliki oleh pemohon pembiayaan, seperti perdagangan, petemakan, pertanian,
perikanan danlain sebagainya.

3. Kriteria yang ditetapkan oieh Bank Syariah untuk nasabah yang diberi pinjaman pembiayaan ini
adaiah orang-orang yang tidak mampu, daiam art! tidak mempunyai modal untuk usaha tetapi
mempunyai potensi untuk berusaha, sehingga dengan diberi pinjaman modal tersebut diharapkan
nasabah tersebut dapat menjalankan usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki, dan usahanya
tetap berianjut meski nasabah sudah mengembaiikan dana pinjamahnya, yang pada giiirannya iana
yang telah dikembalikan tersebut dapat diguiirkan kepada nasabah lain (Purwadi dkk, 2003)

Sesuai dengan tema di atas, maka perkembangan produk pembiayaan yang diterapkan oleh Bank
Syariah adaiah pembiayaan yang diprioritaskan bagi rakyat yang potensial, tetapi tidak memiliki modal selain
kemampuan berusaha. Pembiayaan ini bukan kredit biasa, melainkan pembiayaan yang diberikani a),
berdasarkan pada prinsip kebajikan; b). diberikan kepada keiompok tertentu; c). berdasarkan kewajiban sqsiai;
dand).bersumberdariinfaq,zakatdanshadaqah. • '

Berangkat dari kerangka di atas, apakah dimunkinkan sebuah pembiayaan berdasarkan dengan pr nsip
qardh al-hasan dapat meningkatkan pemberdayaan perekonomian umat diiihat prinsip manfaatnya?
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Pembahasan

Dalam praktik perbankan syariah, al-qardh alhasanlebih sering dikenal sebagal pinjaman yang terbatas
dalam jumlah uang tertentu dan dalam masa tertentu dan dikembalikan pada saat jatuh tempo dengan
tanpa imbalan.Al-qardh al Hasan kemudian dipahami sebagai salah satu.produk Bank Syariah yang
bersifat sukarelaataukebajikan saja.Padahal, apabiladikaji secaramendalam,sebenamya al-qardh al
Hasan lebih dari sekedar sukarela atau kebajikan. Istilah al-qardh, menurut bahasa Arab berarti
pinjaman,yang di dalam al-Qur'anditegaskandalamsurat al-Hadiidayat 11,yang artinyakurang lebih
sebagai berikut:

"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang balk, maka Allah akan
mellpatgandakan (baiasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak."

Dalam kitab Hashiah a!-Dasuqi, sebagaimana dikutip oleh Osman Sabran (2001), pengertian al-qardh
disebut juga sebagai al-qat'atau potongan, yakni karena al-qardh mempakan sebaglan harta yang dipotong dari
milikorang yang memberi potongan. Dalam bahasaArab, pinjaman jugadisebut sebagai al-salf, yaitu pinjaman
yang dibayar balik kepada pemiutang tanpa syarat keuntungan. Peminjam hanya wajib mengembalikan
sebanyakjumlah yang telah dipinjamnya.

Kata pinjaman juga bermakna memberi hutang (berpiutang), yang dalam bahasaArab disebut al-dayn
yang berarti hutang, sebagaimana juga dijelaskan dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 282, yang artinya
kurang lebih sebagai berikut: "...Apabila kamu berpiutang dengan sesuatu piutang hingga suatu masa yang
ditetapkan, hendaklah kamu menulisnya..

Dalam Kamus Dewan yang ada di Malaysia (Teuku Iskandar, 1999) pengertian pinjaman sebagai
"barang yang dipinjam atau dipinjamkan". Dalam bentuk uang, pinjaman adalah "uang yangdiberikan kepada
seseorang,syarikat, atausekumpulan orang dalam bentuksementara danperlu dikembalikan kemudian".

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, qard adalah mudharabah, qiradh atau Qardh". Istilah mudharabah
dikemukakan oleh ulama Irak, sedangkan ulama Hijaz menyebut dengan istilah qirad. Deflnisi istilah irii adalah
"pemilik modal menyerahkan modalnya. kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan
keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama", yang merupakan salahsatu bentuk kerjasama
antarapemilik modal danseseorangyang ahli dalam berdagang (Dahlan dkk, 1996)

Dalam literatur ekonomi syariah, Mirza Gamal rnemberikan pengertian bahwa Qardh merupakan satu
bentuk transaksi kerjasama usaha yang bersifat sosial. Qardh, adalah transaksi pinjam meminjam tanpasyarat
tambahan pada saat pengembalian pinjaman (Republika, 2004: 4). Sedangkan, Sutan Remy Sjahdeini
memberikan istilah bahwa garc/adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian pinjaman ini pemberi pinjaman akan
mengembalikan pinjaman tersebut padawaktu yang telah ditentukan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman
diberikan (Sjahdeini, 1999)

Selanjutnya, Syafi'i Antonio dengan mengutip Sayyid Sabiq memberikan pengertian qardh sebagai
berikut: "Ai-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau

,dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Adapun, Adiwarman Karim (2004) memberikan
pengertian qardh, sebagai aqad meminjamkan uang yang diberikan tanpa mensyaratkan apa pun, selain
mengembalikan pinjaman tersebut setelahjangka waktu tertentu.

Perjanjian (akad) qardini di dalam literatur fiqih klasik, dikategorikan dalam aqad tathawwi atau akad
tolong menolong dan bukan transaksi komersial. Perjanjian ini dimasukkan ke dalam aqad tabarru', yaitu
perjanjian transaksi nirlaba {not-forprofittransaction) (Antonio, 1999; Susanto, 2008)
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Menurut Rachmadi Usman, al-Qardh adalah akadpinjaman dari bank (muqridh) kepada pihak tertentu
{muqtarid) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Muqridh dapat meminta jaminan
atas pinjaman kepada muqtarid. Pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara angsuran atau sekaiigus
(Usman, 2002).

Lebih lanjut, Rahmadi Usman menjeiaskan bahwa a!-qardh ai-hasan adaiah akad pinjaman dari bank [mac ridh)
kepada pihak tertentu (muqtaridh) untuk tujuan sosiai yang wajib dlkembaiikan dengan jumlah yang sama sesuai
dengan pinjaman. Dalam hai ini bank menyediakan fasilitas dana kepada nasabah tanpa mengharapkan imbaian
dari nasabah. Penerima dana mempunyai kewajiban mengembaiikan tepat pada waktunya daiam jumlah ^ang
sama seperti yang diterimanya. Apabiia nasabah tersebut tidak mampu mengembaiikan pada waktunya, maka
dirlnya tidak boieh diberi sanksi. Oleh karena itu, ai-qardh al-hasan pada umumnya diberikan kepada nasabah
yang betul-betul membutuhkan dana dan berhak menerimanya (Usman, 2002).

Diiihat dari perspektif sosiai, pada prinsipnya ai-qardh al-hasan merupakan pinjaman sosiai yang
diberikan secara "benevolent' tanpa ada penguarangan biaya apapun, kecuaii pengembalian modal asa nya.
Namun, sejaian dengan perkembangan perekonomian dewasa ini, pinjaman sosiai ini tidak mungkin (iapat
diiaksanakan tanpa adanya biaya materai, notaris, peninjauan feasibility proyek, biaya pegawai bank, dan' Iain-
lain, sehingga penggunaan biaya-biaya administrasi tersebut tidak dapat dihindari. Untuk menjauhkan dari| riba,
maka biaya administrasi harus dinyatakan dalam nominal bukan persentase dan sifatnya harus nyata, jeias dan
pasti serta terbatas pada hai-hai yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak. Untuk menjaga agar pinjaman
tidaksusutniiai akibatinflasi, maka "/dexat/o/?" daiam ha! ini dapatditerapkan (Muhammad, 2000).

Ai-qardh al-hasan adaiah suatu sistem yang berkaitan dengan segaia bentuk pinjaman tanpa imbaian
yang berasaskan pada hukum al-qardh al-hasan. Apabiia sistem tersebut dikeloia dengan balk, maka jakan
membentuk sebuah Institusionaiisasi keuangan yangterdiri sendiri, misainya bank syariah dengan prinsm al-
qardh ai-hasan, koperasi dengan prinsip ai-qardh ai-hasan, gadai dengan prinsip al-qardh al-hasan] dan
beberapa institusi keuangan iainnya. Dengan demikian, perbankan syariah seperti ini dapat menawarkan
berbagai produk pinjaman tanpa imbaian daiam bentuk pinjaman kebajikan, pinjaman gadai, pinjaman
pendidikan, dan sebagainya. Sehingga^ kegunaan atau manfaat al-qardh al-hasan dapat dinikmati oleh
masyarakat (Sabran, 2001).

Dari beberapa pengertian'yang dikemukakan diatas, dapat diberikan batasan bahwaqardhadaiahsatu
bentuk transaksi yang berupa pemberian pinjaman dan bisa diminta atau ditagih kembaii tanpa imbaian atau
syarat tambahan. Para ulama fikih sepakat bahwa qardh boieh dilakukan, atasdasarbahwa tabiat manusia tidak
bisahidup tanpapertoiongan danbantuan saudaranya. Tidak adaseorangpun yang memiliki segaiasesuatuyang
dibutuhkannya. Oleh karena itu pinjam meminjam sudahmenjadi satu bagian dari kehidupan di dunia, dan siam
adaiah agamayang sangatmemperhatikan segenap kebutuhan umatnya (Dahian, 1996).

Seianjutnya, apabiia konsep ini diterapkan daiam perbankan Islam maka kegunaan atau manfaat al-
Qardh al Hasan dapat rasakan dan dinikmati oieh masyarakat. Konsep kegunaan atau manfaat daiam teorl llmu
hukum dikenal dengan "asas kegunaan atau manfaat"'(//]e principle of utility) yang diperkenaikan oieh Je|remy
Bentham(Mcl8od,1999).

Bentham adaiah pejuang yang gigih daiam hukum yang dikodifikasikan dan untuk merombak hukum
Inggris yang menurutnya merupakan sesuatu yang kacau. Sumbangan terbesarnya terietak daiam bidang
kejahatan dan pemidanaan. Daiilnya adaiah, bahwa manusia itu akan berbuat dengan cara sedemikian rupa
sehingga iamendapatkan kenikmatan yang sebesar-besamya dan menekan serendah-rendahnya pendertaan.
Standar peniiaian yang dipakai adaiah "apakah suatu tindakan menghasiikan kebahagiaan?'. Seianjutnya, ia
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mengemukakan agar pembentuk hukum harus membentuk hukum yang adil bagi segenap masyarakat secara
individual (imran Mating, ivmv.so/t/sMum.com/arf//fe//a/7/(e//18.p/?p.j . - v : •

Sekitar abad 18, di Inggris prinsip tersebut dikenal dengan paham utilitarianisme, yang merupakan
bagian dari etikafilsafatyang memusatkan perhatiannya pada balkatau buruknya perilaku, sehingga kajian etika
dalam ha! in! sangat erat kaitannya dengan moralitas. Aiiran in! dipeiopori oleh Jeremy Bentham (1748 -1832),
John Stuart Mill (1806 -1873), dan Rudolf von Jhering (18.. -1889). Dengan memegang prlnsIp bahwa manusia
akan melakukan tindakan untuk mendapatkan kebahaglaan yang sebesar-besarnya dan mengurangl
penderitaan. Bentham mencoba menerapkannya di bidang hukum. Atas dasar Ini, baik buruknya suatu perbuatan
diukur apakah perbuatan Itu mendatangkan kebahaglaan atau tidak.- Demlklan pun dengan perundang-
undangan, balk buruknya ditentukan pula oleh ukuran tersebut dl atas. Jadlnya, undang-undang yang banyak
memberikan kebahaglaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinllai sebagal undang-undang yang balk.
Ajaran Bentliam dikenal sebagal Utilitarianisme yang Individual, sedangkan rekannya Rudolf von Jhering
mengembangkan ajaran yang berslfat soslal. Teorl.von Jhering merupakan gabungan dari teori Bentham, Stuart
Mill dan positlvlsme hukum John Austin. Utilitarianisme secara sederhana dapat dipahami sebagal paham yang
menganggap bahwa kebijaksanaan yang benar adalah yang menghasllkan kebahagiaan terbesar bagI warga
masyarakat. Artlnya, segala keputusan tentang aktivltas yang dllakukan harus rhengarah kepada sejauh mana
tindakan yang diambll dapat membawa dampak yang'posltif atau kebahaglaan kepada masyarakat lainnya.
Dalam hai Inl, penggunaan utility menjadi syarat mutlak dalam menentukan kebljakan demi untuk mewujudkan
kebahaglanbaglkeseluruhanataupunsebahagianbe5armasyarakat(Sunardl,2008).

Ian Mcleod (dengan mengutip Holdcroft dan Davles dalam "Jurisprudence: Texts and Commentary (1991),
bahwa substansi uf/Z/'far/an/sme adalah:

"Utilitarianisme is a goal-based theory which evaluates actions in term oftheir propensity tomaximize
goodness, howeverthisis defined. Hence, ittakesthe viewthatourconception ofwhatisrigth depends on
ourconception ofwhat isgood, since a right action isdefinedas onewhich produces more goodthan any
alternative. So thatonly ifa personhas a conception ofwhat is goodcan he orshe have one ofwhat is
right'.

Mengutip pendapat Weiss, SunardI (2002) menyatakan tiga konsep dasar mengenal utilitarianisme sebagal
beiikut: •

1. Suatu tindakan atau perbuatan atau pengambllan keputusan yang secara moral adalah- benar jlka
tindakan atauperbuatan atau pengambilan keputusan Itu membuat hal terbalk untuk banyak orang
yang dlpengaruhl oleh tindakan atauperbuatan ataupengambllan keputusan.

2. Suatu tindakan atau perbuatan atau pengambllan keputusan yang secara moral adalah benarjlka
terdapat manfaat terbalk atas blaya - biaya yang dIkeluarJcan, dibandlngkan manfaat dari semua
kemungklnan plllhan yangdipertimbangkan.

3. Suatutindakan atau perbuatan atau pengambllan keputusan yang secara moral adalah benarjlka
tindakan atau perbuatan atau pengambllan keputusan Itu secara tepat mampu memberl manfaat,
baik iangsung ataupun tidak langsung, untuk masa depan pada setlap orang dan jika manfaat
tersebut lebih besardari padabiaya danmanfaat altematifyang ada.

Sebagian dari para pemikir berpendapat bahwa tujuan manusia dalanv kehidupannya adalah berbuat sesuatu
untuk kebalkan masyarakat dankeuntungan umum. Mereka sepakatbahwa manusia harussenantlasaberusaha
supaya dalam kehidupannya menghasllkan buah yang riil dan haklkl; dan semakin banyak seseorang yang
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yangmampu memberikan manfaat dan keuntungan kepada masyarakat maka diaakan memiliki nilai dan citra
semakintinggipuia.

Bentham, dalam bukunya An Introduction to the Principles ofMoral Qnd Legislation", berusaha jntuk

, menggantikan posisi kenikmatan dan kelezatan individual dengan keuntungan sosiai dan kemanfaatan uitium.
Berdasarkan prinsip kemanfaatan dan kemashaiahatan umum yang merup'akan pondasi terpenting dari aiiran
Utilitarianisme ini, kebahagiaan dan keberuntungan yang hakiki dan riii adaiah terpenuhinya kenikmatan dan
kebahagiaan yang semaksimai mungkin bagi sebanyak mungkin individu. Menurut Bentham, orang yang
berbahagia adaiah mereka yang mengumpuikan keutamaan-keutamaan bagi masyarakat umum untuk nasa
depannya (www.wisdoms4all.com/indJ.

Menurut prinsip utilitarianisme, suatu perbuatan dapat dinilai baik atau buruk sejauh dapat
meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan sebanyak mungkin orang. Daiam prinsip utilitarian ini, kebahagiaan
terbesar dari jumiah orang terbesar dan prinsip kegunaan harus diterapkan secara kuantitatif (the greatest

•happiness of the greatest number), karena kuaiitas kesenangan selaiu sama sedangkan aspek kuantitesnya
dapatberbeda-beda.

Dalam buku An Introduction to the PrinciplesofMorals andiegisiatio, adatiga karakteristik utama fil safat
morai dan poiitik Bentham, yaltu the greatest happiness principle, universal egoism dan the artificial identification
ofone's interests with those ofothers. Semua karakteristik ini berfokus pada pengartikuiasian prinsip rasional
yang akan menunjukkan sebuah basis dan petunjuk untuk reformasi hukum, sosiai dan morai (Chinhengo, 1995).

Fiisafat morai Bentham merefieksikan apa yang disebut sebagai "the greatest happiness principle] atau
"prinsip utiiitas", sebuah istiiah yang dipinjamnya dari David Humme. Meskipun berhubungan dengan prinsip ini ia
tidak hanya mengacu pada kegunaan benda-benda atau tindakan, tapi lebih jauh iagi pada benda atau tlndakan

'yang membawa kebahagiaan umum. Khususnya kewajiban morai yang menghasllkan "the greatest amohnt of
happiness for the greatest number ofpeople", yakni kebahagiaan yang ditentukan dengan adanya kenikrriatan
dan hiiangnya kesakitan (Misbahudin, 13 Agustus 2008). Seianjutnya, Bentham (daiam Chinhengo,
menuiis:

995)

"By the principle of utility is meant that principle which approves or disapproves of every action
whatsoever, according to the tendency which itappears to have to augment ordiminish the happiness of
the party whose interest is in question: or, what is the same thing in other words, to prorhote or to oppose
thathappiness."

Beniham menunjukkan bahwa hal-ini beriaku untuk "setiap tindakan secara keseiuruhan" yang idak
memaksimaikan the greatest happiness (seperti pengorbanan yang menyebabkan kesengsaraan) secara moral
adaiah tindakan yang saiah (tidak seperti usaha pengartikuiasian pada hedonisme universai, pendellatan
Benthamis iebih naturaiistik). Fiisafat morai Bentham, secara jeias merefieksikan pandangan psikologis bahwa
motivator utama daiam diri manusia adaiah kenikmatan dan kesengsaraan. Bentham menerima bahwa versinya
dari prinsip utilitarian adaiah sesuatu yang tidak memasukkan bukti langsung, tapi dia mencatat bahwa hai
tersebut bukaniah sebuah masalah sebagaimana prinsip penjeiasan tak menunjukkan penjeiasan apapuri dan
semua penjeiasan harus dimuiai pada suatu tempat. Tapi karena itulah tidak,menjeiaskan mengapa kebahagiaan
iain -atau kebahagiaan umum—harus dihitung. Dan pada faktanya dia menyediakan sejumiah saran yang dapat
disebut sebagai jawaban terhadap pertanyaan mengapa kita harus peduii dengan kebahagiaan orang lain.

Kelahiran perbankah syariah derlgan, saiah satu, produknya yaitu ai-qardh al-hasan sejalan dengan
perkembangan perkonomian umat isiam indonesia baik dalam bidahg peningkatan pendldikan majpun
peningkatan kesejahteraan kemasyarakatan. Perkembangan ini teiah memberikan peiuang yang iebih besar bagi
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umat Islam untuk mengaktualisasikan kekuatan yang ada pada dirinya untuk memperbalkl dan menlngkatkan
kondisi dan kualltas hidupnya. Perubahan orientasi ekonomi dalam masyarakat dari ekonomi pertanian kepada
ekonomi industrl atau jasa merupakan indikator yang sangat panting dalam memahami art! panting adanya
Pefbankan Syariah (Irsyad, 2004:34).

Sebanarnya konsap sasaran pemanfaatan al-Qardh a!Hasan sudah dirumuskan dalam berbagai tolok
ukur dan barbagai pengkajian ilmu-ilmu terapan yang sudah bagitu berkembang. Misalnya, dikenal konsap garis
kemiskinan yang mungkin sajaakan berubah dari waktu ke waktu. Konsap in! dikambangkan dari berbagai survei
untuk mengumpulkan berbagai informasi tentang keadaan sosiarekonomi masyarakat. Perbankan Syariah
sebagai organisasi yang mangembangkan manajemen secara profesional dalam pemberdayaan dan
pengelolaan sumbar-sumber dana harus malakukan survei saperti itu untuk mengumpulkan informasi-informasi
dalam masyarakat danmanyusun konsep-konsep yang bisa dipakai sebagai tolok ukur profesionalnya.

Berdasarkan orientasi prinsip manfaatsebagai sesuatu yang aktual dalam kahidupan umat Islam, maka
ada dua missi utama yang parlu dllaksanakan olah Perbankan Syariah. Pertama, memahami konsep al-qardh al-
hasansecaratekstual dengan menggali nilai-nilai ilmiah dari ajaran Islam dan memperkaya persepsi masyarakat
itu secara kontekstual dengan dimensi baru bahwa al-qardh al-hasan merupakan suatu kekuatan yang mamiliki
dampak aktual terhadap kahidupan ekonomi umat Islam (Irsyad, ibid: 11). Misi ini dapat diwujudkan melalui
pengkajian dan penelitian ajaran al-qardh al-hasan sebagai kekuatan ekonomi umat Islam tanpa menghilarigkan
nilai ibadah dalam pemberian tersebut. Tujuan dari pengkajian ini adalah untuk memperkuat landasan ilmiah dari
ajaran al-qardh al-hasan yang lebih barorientasi kepada aktualitas manfaat bagi kahidupan masyarakat.

Kedua, mengembangkan organisasi dan manajemen Perbankan Syariah secara profesional.
Keberhasilan al-qardh al-hasan sebagai suatu gerakan aktual dalam memperkuat ekonomi sangattarkait dengan
terorganisasikannya kegiatan tersebut dalam berbagai kelembagaan dengan suatu kepemimpinan dan
manajemen yang profesional. Perorganisasian kegiatan al-qardh al-hasan dllaksanakan melalui berbagai fungsi
kelembagaan, seperti fungsi pengumpulan dan penyimpanan sumber-sumber dana al-qardh al-hasan, fungs\
penyaluran, fungsi evaluasi, penelitian dan pengembanyayang efektif.

Pada akhimya apa yang bisadicapai oleh perbankan syariah dalam. memperdayakan dan pengelolaan
al-qardh al-hasan adalah terkumpuinya sejumlah sumber dana yang diharapkan dapat memberikan
pengembangan perekonomian rakyat. Dalam hal ini, Perbankan Syariah diharapkan dapat menjadi lembaga
pembiayaan dalam pengembangan manajemen al-qardh al-hasan secaraprofesional.

Sesuai dengan tema kajian, perkembangan konsep dan implementasi al-qardh al-hasan masih
dianggap baru oleh sebagian besarumat Islam. Konsep qardh alhasan yang diterapkan oleh Bank Syariah, baru
pada tataran pembiayaan yang diprioritaskan bagi pengusaha kecil pemula yang potensial, tetapi tidak memiliki
modal selain kemampuan berusaha. Pembiayaan ini'diberikan berdasarkan prinsip kebajikan dan diberikan
kepada kelompok tertentu. Pembiayaan melalui prinsip al-qardh al-hasan sekedar merupakan kewajiban sosial
perbankan syariah yang bersumber dari infaq, zakatdan shadaqah.

Pembiayaan merupakan salah satutugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan danauntuk
memenuhi kebutuhan pihak-pihakyang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat
dibagai menjadi: (a) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan
produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi;
(b) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan
habisdiguna-kan untuk dipakai memenuhi kebutuhan (Irsyad, 2004) •

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi pembiayaan modal kerja dan
pembiayaan investasi. Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang ditujuakn untuk memenuhi kebutuhan:
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(a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu
peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan (b) untuk keperiuan perdagangan atau peningkatan "utility of
place"6ar\ suatu barang. Sementera pembiayaan investasi adaiah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan barang-barang modal (capital goods) serta fasiiitas-fasiiitas yang erat kaitannya dengan itu (Irsyad,
2004).

Daiam dunia perbankan syariah. apiikasi qardh dapat diiaksanakan dalam beberapa hal. Karim (^004)
Ua)

^lum

dan Sudarsono (2003) menyatakpn bahwa apiikasi garcf dalam perbankan biasanya daiam empat hal, yaiti
sebagai pinjaman taiangan haji, untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjaianan haji, dilunasi seb
keberangkatan; (b) sebagai pinjaman tunai kartu kredit syari'ah melalui ATM; (c) sebagai pinjaman kepada

ema

'ang

pengusaha kecii, dimana menurut pehitungan bank biia pengusaha tersebut diberi pembiayaan dengan sl«
juai beii, izarah atau bagi hasil, akan merasa keberatan; dan (d) sebagai pinjaman kepada pengurus bank
akandikembalikan secara cicilan melalui pemotongan gaji.

MenurutAntonio (1999), apiikasi qardh daiam perbankan biasanya diterapkan dalam hai-hal yang berikut
ini: (a) sebagai produk peiengkap kepada nasabah yang teiah terbuktl ioyaiitas dan bonaflditasnya, '/ang

membutuhkan dana taiangan segera untuk masa reiatif pendek dan akan dikembalikan sccepatnya sejumlah
pinjaman yang diterima; (b) sebagai fasilitas untuk nasabah yang memeriukan dana cepat, karena tidak bisa
menarik dana miiiknya sendiri yang tersimpan, misainya deposito; (c) sebagai produk untuk menyumbang usaha
yangsangat kecii atau membantu sektorsosial.

Dan beberapa bentuk apiikasi akad qardh di atas ada satu bentuk apiikasi akad qafdh dalam cunia
perbankan sebagai produk yang diperuntukkan bagi sektor usaha kecii atau sektor sosiai. Produk iniiah yang
disebut dengan qardh al-hasan atau qardhul hasan. Bank Syariah menerapkan prinsip qardh alhasan ini si 3iain
daiam rangka mewujudkan tanggung jawab sosiainya. Juga untuk membantu umat daiam mengembangkan
usahanya. Bahwa qardh al-hasan adaiah pinjaman iunak bagi pengusaha yang benar-benar kekurangan modal.
Nasabah tidak periu membagi keuntungan kepada bank, tetapi hanya membayar biaya administrasi saja
(Antonio, 1999). Sedangkan, Zainai Arifin mengatakan bahwa yang disebut a!qardh alhasan adaiah penyediaan
pinjaman dana kepada pihak-plhak yang patut mendapatkannya. Secara syariah peminjam hanya berkewajiban
membayar kembaii pokokpinjaman (Arifin, 2000).

Seianjutnya, Sumitro (2002) menegaskan bahwa pembiayaan qardhul hasan adaiah suatu perjanjian
antara bank sebagai pemberi pinjaman dengan nasabah sebagai penerima pinjaman, baik berupa uang maupun
barang tanpa persyaratan adanya tambahan atau biaya apa pun. Peminjam (nasabah) berkewajiban
mengembalikan uang atau barang yang dipinjam pada waktu yang disepakati bersama, dengan jumlah yang
samadengan pokok pinjaman (Sumitro, 2002; 101).

Prioritas pembiayaan berdasarkan prinsip qardhul hasan ini, adaiah pengusaha kecii pemuia yang
potensial akan tetapi tidak mempunyai modal apapun seiain kemampuan berusaha, serta perorangan iainnya
yang berada dalam keadaan terdesak, dan bank hanya mengenakan biaya administrasi. Qardh al-hasan dapat
juga diterapkan untuk pinjaman kepada nasabah yang mengeioia usaha sangat kecii, jika nasabah menga'iami
musibah dan tidak dapat mengembalikan, maka bank dapat membebaskannya. Keistimewaan produk ini, seiain
tanpa beban, juga tampak besarnya tingkat kepeduiianjank terhadap nasabah tanpa memandang tingkat
ekonominya. Bank memperiakukan nasabah sebagai. mitra usaha yang tidak hanya atas pertimbangan bisnis
semata, tetapi juga atas pertimbangan kemanusiaan (Sumitro, 2002).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa qardh al-hasan merupakan satu bentuk apiikasi dari aqadqardh
yang ditujukan bagi sektor usaha kecii atau sektor sosiai iainnya berupa pemberian pinjaman kepada pengusaha
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kecil yang benar-benar kekurangan modal dan harus dikembalikan sebesar pinjaman yang diberikan tanpa
imbalanapapun. • ,

Tujuan utama dari pembiayaan qardhul hasan adalah untuk menolong peminjam yang berada dalam
keadaan terdesak, baik untuk hal-hal yang bersifat konsumtif maupun produktrf. Pembiayaan ini juga akan
memungkinkan si miskin berdikari dalam sebuah iingkungan soslc-ekonomi yang mengembangkan industri kecil
danmikrodan akan berdampakm.engurangi pengangguran, kemiskinan dankesenjangan sosial-ekonoml.

Bank Indonesia melalul SK DIrektur Bi Nomor: 32/34/Kep/dlr/1999 pasal 29angka (2), dan SK DIrektur Bi
Nomor: 32/36/Kep/Dir/1999 pasal 28, memberi peluang bahwa, sumber dana yang diperoleh untuk qardh al-
hasan, dapat berasai dari zakat, Infaq, shadaqah, wakaf, hibah atau dana soslal lainnya dan pendapatan-
pendapatan yang diragukan, seperti jasanostro dl Bank koresponden yang konvenslonal, bunga atasjamlnan L/C
dIBankaslng.

Sedangkan jangka waktu pembiayaan melaiui qardh al-hasan adalah yangka pendek, kurang dari satutahun,
atau jangka menengah, antara satusampai tiga tahun; atau jangka panjang, lebih dari tiga tahun (Sumitro, 2002).
Manfaat pembiayaan qardh al hasan, antara lain, merupakan ciri pembeda antara bank syariah dan bank
konvenslonal yang dl dalamnya terkandung misl soslal dl samping misi komerslal, dan adanya misi sosial-
kemasyarakatan Ini akan menlngkatkan citra balk dan menlngkatkan loyaiitas masyarakat terhadap bahk syariah.

Selanjutnya, apablla dikajl leblh mendalam, qardh al-hasan mempunyal keunggulan, antara lain:

1. Bersifat mendldlk, peminjam wajib mengemballkan, sehing'ga dana terus bergullr, diharapkan si
peminjam setelah usahanya berhasll, nantinya akan mengeluarkan zakat, infak dan shadaqah atas
hasllusahanyatersebut.;

2. Dana zakat, infak dan shadaqahsebagaidana soslal, akan selaiu dapat dimanfaatkan lagi untuk
peminjam berikutnya;

3. Menlngkatkan citra baik dan loyaiitas masyarakat terhadap ekonomi syariah sertakesadaran untuk
membayar zakat melalul lembaga yang dipercayai, sehingga dana tidak sekedar menjadi dana
bantuan yang bersifat sementara dan habis untuk keperluan konsumtifsaja;dan

4. Percepatan pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasiskan syariah Islam menjadi
kenyataan.

Dalam pembiayaan melaiui prinsip qardhulhasan, juga mengandung risiko, karena pembiayaan ini tidak
ditutup dengan jamlnan. Namuh, rIsIko Ini tidak akan menlmbulkan keruglan pada bank, karena dana yang
disalurkan berasai dari danazakat, infaq dan shadakah. Kerugian yang akan dirasa sebatas keruglan moril, yaitu
terhentlnya putaran pengelolaan dana soslal tersebut sehingga menutup kemungkinan bagi orahg lain untuk
mendapatkan pembiayaan Ini.

Yang harus dipahami adalah adanya perbedaan yang signlflkan antara fungsi ekonomi konvenslonal
dengan ekonomi berbasis syariah. Perbedaan ini menyangkut pada komltmen pada nilal-nilal spiritual, keadllan
sosio-ekonomi, dan persaudaraan kemanusiaan. Dalam ekonomi konvenslonal, fungsi slapa kuat itulah yang
menang, tidak dikenal adanya nilai spiritual, keadllan, dan persaudaraan. Baginya, dengan sistem bunga semua
menjadi transparan' dan dapat dlpertanggungjawabkan^ dan tidak peduil pada sisi soslal bagi orang yang
membutuhkan.

Pertumbuhan ekonomi dewasa Ini begitu cepat berkembang. Tuntutan untuk mencapal kemakmuran
material menjadi prioritas kehidupan manusla. Segala cara dilakukan untuk meralh kemakmuran material.
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Dukungan pembiayaan dari lembaga keuangan bank maupun iembaga keuangan nonbank terus menjadi incaran
masyarakat, balk masyarakat kalangan atasmaupun bawah.

Di Indonesia pemenuhan kebutuhan masyarakat dilindungi dan dijamin oleh hukum. Undang-Undang Dasar 945
teiah memuat suatu bab khusus yang secara tegas megatur jaminan tersebut, yaitu bab XIV ten tang
perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Pasal 33 DUD Rl Tahun 1945 menyatakan: (.1) Perekonomian
disusun sebagal usaha bersama berdasar atasasas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting
bag] negara 'dan yang menguasai hajat hidup orang banyakdikuasai oleh negara; (3) Bum! dan air dan kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negaradan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat; (4) Perekonomian nasional dlselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, eflslensi berkeadllan, berkelanjutan, ben/vawasan llngkungan, kemandlrian, serta dengan
menjaga keselmbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; dan (5) Ketentuan leblh lanjut mencenai
pelaksanaan pasalinl diaturdalam undang-undang.

Oleh karena Itu, seluruh lapisan masyarakat Indonesia mempunyal hak dan kesempatan yang sama
untuk mendapatkan kesejahteraan, melakukan keglatan usaha dan untuk mendapatkan lapangan kerja.

Sebagal keslmpulan tentang karakterlstik perekomlan rakyat dapatlah merujuk pada kerangka dl atas,
yaltu bahwa perekonomian berbasis kerakyatan berprinsip pada tolong menolong, kebersamaan, eflslensi
berkeadllan, berkelanjutan,. benwawasan llngkungan, kemandlrian, serta dengan menjaga keselmbangan
kemajuan dan kesatuanekonomi nasional.

Dalam substansi pembahasan Inl, perlu adanya fokus atau sasaran bagi Perbankan Syariah dalam
upaya Ikut sertamembangun perekonomian nasional melalul penyaluran dana bagi masyarakat goiongan kecll
dan menengah. Sasaran Inl, terutama, ditujukan kepada: (1) Kesejahteraan ekonomi yang diperluas defjigan
kesempatan kerja dan laju pertumbuhan ekonomi yang optimal; (2) Keadllan soslo-ekonomi dan distribusi
kekayaan dan pendapatan yang merata; (3) Mobilisasl tabungan untuk pembangunan ekonomi; dar (4)
Pelayanan yang efektifdantransparan dari sistem perbankan Islam (Purwadl, 2003)

Menurut Chapra (2000), dalam lapangan ekonomi, Islam menganjurkan kesejahteraan ekonomi melalul
pemenuhan semua kebutuhan pokok manusia, menghapuskan semua sumber utama kesulltan dan
ketldaknyamanan .(kemisklnan, pengganguran, kesempatan kerja yang rendah, dan sebagainya), meningkatkan
kualltas kehldupan secara moral dan material. Bahkan, Islam menganjurkan penclptaan suatu llngkungan
ekonomi yang mampu memanfaatkan waktu dan kemampuan fislk dan skill bagi pengayaan diri, keluarga, dan
masyarakatnya.

Karena Itu, penggunaan sumber daya InsanI yang optimal menjadi baglan yang tidakterplsahkan dalam
sistem perbankan Islam. Hal Inl, akan sangat membantu mereallsasikan, bukan saja, tujuan kesejahte-aan
ekonomi umat, tetapl juga menanamkan nllal kepada manusia bahwa. la sebagal khalifah dl buml. Mesklpun,
tingkatan kesempatan keija dan kesejateraan material sangat penting, namun laju pertumbuhan ekonomi
haruslah ada batasan-batasan pada aspek spiritual dan pemerataan pendapatan. Oleh karena Itu, laju
pertumbuhan harus diperhltungkan dengan Impllkasi yang ditimbulkan dl kemudian harl.

Bank syariah adalah lembaga kepercayaan yang mengelola dana yang dihlmpun melalul tabungan
masyarakat. Kemudian dengan kepercayaan yang dimiliklnya, bank syariah menyalurkan kemball dana tersebut
ke masyarakat yang membutuhkan dengan berdasarkan prinsip syariah. Fungs! tersebut, sebagalmana iank
konvenslonal, disebutsebagal lembaga IntermedlasI (intermediaryinstitution) (Syahdelnl, 1999). Oleh karena Itu,
Islam melarang penlmbunan simpanan atau tabungan oleh lembaga keuangan, bahkan menganjurkan dan
menuntut penggunaan sumber-sumber keuangan bagi tujuan-tujuan produktif, seperti perikanan, peternakan,
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perkebunan, perdagangan, dan lain sebagainya, dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan ekonomi
yang berkeadilan. DIsamping itu, sebagal bentuk perwujudan pengeloiaan dana-dana masyafakat, perlu
peningkatan pelayanan yang efektlf dan transparan dari Bank syariah. Penggunaan sumber daya insani yang
profeslonal harus menjadi dasar pelayanan ini. Pelayanan yang dibaiikan oleh bank syariah sangat berbeda
dengan bank konvenslonal yang memakai sistem bunga. Karena itu, pelayanan yang transparan mengenai
pengeloiaan keuangan berdasarkan prinsip syariah menjadi sasaran bagi kelanjutan dan perkembangan bank
syariah (Syahdeini, 1999:Antonio, 1999).

Berangkat dari kerangka di atas, maka strategl kegiatan yang dikembahgkan oleh Bank' Syariah dalam
mewujudkan dukungan ke arah pemberdayaan masyarakat dengan prInsIp qardhul hasan adalah: (a)
mengoptimalkan peran bank syariah di tengah-tengah masyarakat melaiul kegiatan sosiallsasi program maupun
produk; (b) menyusun blue print perekonomlan rakyat dengan memperkuat jaringan moral masyarakat, distribusi
kekayaan dan pendapatan yang adil, dan menempatkan masyarakat (nasabah) sebagal subyek yang sama
kedudukannya; (c) menyederhanakan mekanisme dan persyaratan pengajuan permohonan dan pengembalian
dana bantuan melalui ketentuan-ketentuan yang dapat menclptakan keadaan saling percaya; dan (d)
menentukan jenis dan usahayang layak untuk diberlkan bantuan danaqardh, melaiul verifikasi yang akuntabel
dan transparan.

Strategl ini dapat berjalan dengan baik, apabila didukung oleh aturan-aturan Perbankan Syariah yang
jelas dan akomodatif terhadap perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Hal ini, tentu peran negara
(pemerintah) diharapkan menjadi regulator bagi perbankan syariah dalam mengembangkan produknya.

Kesimpulan

Qardh al-hasan merupakan produk perbankan syariah yang mengacu pada prinsip pinjam meminjam.
Secarakonseptual, transaksi yang mengacu pada prinsip pinjam meminjam tidak dibolehkan adanya tambahan
sebesarapapun. Apabila dalam praktik ada tambahan, maka transaksi tersebut sudah termasuk dalam kategori
riba.

Motivasi bank syariah mengeluarkan produk qardh al-hasan diorientasikan pada kepentingan dan
tanggung jawab sosial dalam rangka membantu masyarakat melaksanakan kegiatan ekonomlnya. Tujuan Ini,
diharapkan dapat membantu pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah dalam upaya ikut serta membangun
perekonomlan nasional melalui perkembangan perokonomian masyarakat gblongan kecil dan menengah.
Sasaran ini, terutama, ditujukan kepada: (1) kesejahteraan ekonomi yang diperluas dengan kesempatan keija
dan laju pertumbuhan ekonomi yang optimal; (2) keadilan sosio-ekonomi dan distribusi kekayaan dan
pendapatan yang merata; (3) mobilisasi tabungan untuk pembangunan ekonomi; dan (4) pelayanan yang efektlf
dan transparandari sistemperbankan Islam.
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